
 

 

 

    BUPATI SARMI 
     PROVINSI PAPUA 

       PERATURAN BUPATI SARMI 

        NOMOR 43 TAHUN 2020 

    TENTANG 

        PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  

        TAHUN ANGGARAN 2021 

   

         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 

     BUPATI SARMI, 

 

Lampiran 1 (satu) 

 

Menimbang :  

 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) 

Peraturan Bupati Sarmi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa 
Setiap Desa Bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi Tahun 

Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a diatas  perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Pedoman 

Pengguna Aloksai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. 
 

Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi 
Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 
 

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri       
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor (1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

11. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa 

Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1883); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2021 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 16A Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarmi 

Tahun 2015 Nomor 16A); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 
2021 Nomor 3); 
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     MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SARMI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

   BAB I  

KENTENTUAN UMUM 

   Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati ialah Bupati Sarmi. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sarmi. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di 

Kabupaten Sarmi. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

di Kabupaten Sarmi. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disingkat BPD,adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan 
ditetapkan dengan peraturan desa. 

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari 
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
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  BAB II 
 

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD 
 

Pasal 2 

   Pengunaan ADD dalam Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB 

Desa dengan kententuan : 

a. Pembangunan Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari 

jumlah Anggaran Belanja Desa di gunakan untuk mendanai 

program kegiatan : 

1) bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

2) bidang Pembangunan  

3) bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

4) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  

b. Tunjangan Pemeritahan Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) 

dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai 

program Tunjangan : 

1) tunjangan operasinal aparat Pemerintah Desa 

2) tunjangan operasional BAMUSKAM  

3) tunjangan Honorarium RT/RW  

4) tunjangan Bantuan Tokoh Adat dan Tokoh Agama 

 

                                     BAB III 

     PEMBANGUNAN DESA 

       Bagian Kesatu 

             Bidang Pemerintahan Desa 

 

      Pasal 3 

Bidang Pemerintahan Desa  

a. Belanja ATK dan Pemerintahn Desa dianggarka minimal sebesar 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

b. Pelaksanaan MUSREBANG minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima 

juta rupiah) 

c. Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa minimal sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

d. Belanja Pemilihan Badan Musyawarah Desa minimal sebesar Rp. 
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Desa sulit dijangkau 

dan Desa yang dapat di jangkau minimal sebesar Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

e. Belanja Pendampingan Panitia Pemilihan BAMUSKAM tingkat 

Distrik serta pelantikan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) 

f. Belanja Penyusunan Dokumen APBK dan Laporan 
Pertanggungjawaban maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah). 
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 Bagian Kedua 

            Bidang Pembangunan Desa 

 

            Pasal 4 

 

Bidang Pembangunan Desa 

a. Belanja pembersihan Desa minimal sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) 

b. Belanja pengecetan rumah rakyat minimal sebesar Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) khusus untuk 20 (dua 

puluh) Desa Pemekaran 

    Bagian Ketiga 

             Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  

                                     Pasal 5 

Sisa lebih dari Bagian Kesatu dan Bagian Kedua digunakan untuk 

membiayai kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

yaitu Program kegiatan bantuan hari-hari besar keagamaan atau 

lembaga keagamaan 

  a.                                       BAB IV 

                      TUNJANGAN PEMERINTAH DESA 

      Pasal 6 

(1) Tunjangan Tambahan Aparat Pemerintah Desa sebesar 10%  

dengan kententuan rincian dibagi jumlah Aparat Pemerintah Desa 

secara keseluruhan ( Kepala Desa, Sekretaris Desa non ASN/ASN, 

Kaur-Kaur dan Bendahara Desa) diatur Kepala Desa sebagaimana 

mestinya, secara adil berdasarkan tingkat jabatnnya. 
 

(2) Tunjangan Operasional BAMUSKAM dibayarkan sebesar 10%, 

selanjutnya dengan kententuan rincian hasilnya dibagi dengan 

jumlah anggota BAMUSKAM yang ada, rincian besaran anggota 

diatur secara adil berdasarkan tingkat jabatannya. 
 

(3) Tunjangan Honor RT, RW dan LINMAS sebesar 5% dibagi dengan   

jumlah RT, RW dan LINMAS yang ada di kampung masing-masing. 
 

(4) Tunjangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama sebesar hasil 5% dibagi 

dengan jumlah Tokoh Adat dan Agama dikampung masing-

masing. 
 

(5) Penetapan rincian Tunjangan/Honor tambahan Pemerintah  Desa 

sebagaimana Pasal 6 ayat (1) sampai  Ayat (4), ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kepala Desa. 
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           BAB V 

     SYARAT PENYALURAN 
 

Pasal 7  

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahapan 

penyaluran 

a. Tahap pertama (7-30%) dari total Alokasi Dana Desa tiap Desa 

b. Tahap kedua (62-93%) dari total Alokasi Dana Desa tiap Desa, 
yang merupakan sisa keseluruhan dari pagu ADD yang 
disalurkan. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilkasanakan setelah Bupati 
melalui DPMK dan BPKAD menerima dokumen persyaratan 

penyaluran dari Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan ketentuan  
a. Tahap I berupa : 

1) Peraturan Desa mengenai APBDes 

2) SPP Tahap I 

    b. Tahap II berupa : 

1) RKPK, APBK, SPP dan RAB definitive/perubahan          

Tahun 2021 

2) Realisasi Tahap I terlaksana 75% 

3) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Tahun Anggaran sebelumnya. 

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 
uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian 

keluaran. 

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan Ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani oleh Kepala Distrik atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) disampaikan dalam bentuk 

dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik 
(softcopy). 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran, Alokasi 
Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 10 Ayat (1 dan 2). 

(7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2 dan 3) Kepala 

Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 
Bupati, dengan ketentuan :  

a. Tahap I berupa: 

1) Peraturan Desa mengenai APBDes  

2) SPP Tahap I  

b. Tahap II berupa :  

1) RKPK, APBK,   SPP dan RAB Definitif/perubahan         
tahun 2021. 

2) Realisasi tahap I sudah terlaksana 75%. 

3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi 
Dana Desa   Tahun Anggara sebelumnya. 

BAB VI…../7 



-7- 
 

                                    4 BAB VI 

       PENGALOKASIAN ADD 

  Pasal 8 

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap Desa sebagaiman tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

                                    BAB VII 

      KETENTUAN PENUTUP 

                                    Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diudangkan. 

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Sarmi.  
  

     Ditetapkan di Sarmi  
     pada tanggal,  29 November 2021 

  
                  BUPATI SARMI 

               CAP/TTD 

               Drs. E. FONATABA, MM 
 

Diundangkan di Sarmi 
pada tanggal, 1 Desember 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI 
                        CAP/TTD 

     ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE 

 PEMBINA TK. I (IV/b)    
        NIP. 19631105 199610 1 001 

 

      BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 43 

 

salinan sesuai dengan aslinya, 
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

 

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH 

 Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta; 
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;  
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura; 
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi; 
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura; 
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;  

                                                             


